WALIKOTA SIBOLGA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR: %0 / 23 /2012

TENTANG o
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA -§IBOLGA
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN T ER’;i‘ENTU
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Sibolga Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan
Tertentu pada tanggal 18 April 2012, maka untuk
pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a; perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Sibolga Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

Me:n,cg:ing;;t’i:E _ 1. Undang-Undang No. 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembexfmtukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam
ngkui'xgan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara‘_-g Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambai]an Lemﬁaran Negara Republik Indonesia Nomeor
1092); l }

2. Undané—Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentan
Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2104); |

3. Undang-Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pe-merijksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara%. (Lembargn Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor ' 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang ...




10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah' beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 359, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

" Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 1981 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

Peratuzj;an Pemerintah Nomor 29 Thun 1986 tentang
A:alisis:; Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indone-éia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan 'Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3338);

16. Peraturan ...




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2065 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoniesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomoir 4578}; ;

Foraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lemabatan Negara Republik Indonesia Nomor 5161};

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana teiah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kota Sjbolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008

Nomor 9);

Peratufan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2008
tentané Organisasi dan thakerja Sekretariat Daerah Kota
Sibolgé dan Sekretariat DPRD Kota Sibolga (Lembaran
Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas Daerah
Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008

Nomeor 11);

24. Peraturan ...

[
H




Menetapkan

24. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah
Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan pada
Pemerintahan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota

Sibolga Tahun 2008 Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tatakerja Kelurahap pada
Pemerintahan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota
Sibolga Tahun 2008 Nomor 14);

27.Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINZN

TERTENTU TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. '

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Persturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1-'
2.

Daerah adalah Kota Sib"blga

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Pnnsnp Otonomi seluas-luasnya
dalam Sistem dan Pr1n31p Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Sibolga, dan Perangkat Daerah
sebagai. unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang selanjutriya
disebut Pemerintah Kota Sibolga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

5. Walikota ...




10.

11.

12.

13.

Walikota adalah Walikota Sibolga.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
perizinan dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan }Iierundang-
undangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk
oleh DPRD Kota Sibolga dengan persetujuan bersama Walikota Sibolga.
Pasar Ijaerah adalah tenipat pertemuan antara penjual dengan pembeli
barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan

‘Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang Pribadi atau Badan. '

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perséroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN]), atau badan usaha milik daerah

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang .

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemenntah

Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh erang pribadi atau Badan.

Minuman beralkohol terdiri dari:

a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol
dengan kadar ethanol 1% (satu persen} sampai dengan 5% (lima
persen). :

b. Minuman beralkol'iol golongan B adalah minuman beralkohol
dengan® kadar ethanol 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua
puluh persen).

c. Mintman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol
dengan kadar ethanol 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55%
(hma puluh lima persen)

Pasal 2 ...




| Pasal 2
Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

, BAB 11
PELAKSANAAN
Pasal 3

Pelaksanaﬁn Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada Kepala Dinas Perindustrian
Peradaganéan Koperasi dan UKM, dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

BAB I1I
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga :
19 Sc{ytember 2012

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga -
Pada Tanggal : 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA NCMOR 5 TAHUN 2012




